PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN

NOMOR ?7 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISAS| DAN TATA KERJA

Menimbang

Mengingat

- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PROPINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN, |

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-

undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Propinsi Banten, perlt membentuk Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan
Pelatihan Propinsi Banten:

. bahwa pembentukan Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Badan Pendidikarn dan Pelatihan
Propinsi Banten sebagaimana dimaksud pada

huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang

Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3850);

ientang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 6Q,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);



3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999

o

10.

tentang  Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran’
Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3348): '

-

. Undang-urdang Npmor 28 Tahun 1998

tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaian Negars Republik  Indnnesiz
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembarzn
Negara Nomor 3851);

- Undang-undarg Nomor 23 Tahun 2000

tentang  Pempentukan Propinsi  Banten
(Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun  198¢  Nomor 182, Tambahan
Lembaran Necara Nomor 4010):

. ). - -
. Peraturan Pemerintah Nomer 25 Tahun

2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propinsi  sebagal Daerah
Otenom  (Lembaran Negara  Repubiik
Indonesia Tar~zn 2000 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Neczra Nomor 23952)

. Peraturan  Femerintah Nemor 84 Tahun

2000 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran  Negara
Republik Indznesiz Tahun 2000  Nomor
1695);

. Peraturan Pemerintah Nemor 100 Tahun

2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri
Sipil Dalam Jabatan Struitural (Lembaran
Negara Repudlik Indonesia Tahun 2000
Nomor 197 Tambanhan Lembaran Negara
Republik Indorssia Nomor 4018);

. Peraturan Pemerintan Nomor 101 Tahun

2000 tentanc Pendidikan gan Pelatihan
Jabatan Pegzuwai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Repuolik indonesia Tahun 2000
Nomor 198, Tambazhan Lembaian Neaara
Republik Indorsasia Nomor 4013);
Peraturan Perrerintah Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas
Penyelenggaraan  Pemerin‘aian  Daerah
(Lembaran Negara  Re; unli; Indonesiz
Tahun 2001 Nomor 41y



Menztapkan - PERATURAN

4

2.

S fl

11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001
tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4085);

12 Peraturan Daeran Nomor 2 Tahun 2002
tentang Rencana  Strategis  Daerah
(Lembaran Daerah Tzhun 2002 Nomor 3),

13. Peraturan Daeran’ Nomor 3 Tahur 2002
tentang Tata cara Pembentukan Zan Teknik

Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran
Daerah Tahun 2002 Nomor 4)

Dengan perseisjuen

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINS!| BANTEN .

MEMUTUSKAN

DAERAH  PROPINSI BANTEN
TENTANG FEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI Dr:: TATA  KERJA BADAN

PENDIDIKAN  DAN  PELATIHAN  PROPINS]
BANTEN.

BAB |
KETENTUAN UtiUM

Pasal *

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksua dengan :

Daerah adalah Propinsi Banten:

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, besema perangkat
daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Caerah
Propinsi Banten:

Gubernur adalah Gubernu: Banten

Dewan Perwakilan Rakyai Caeran yang selanjutnya disebut
DP

RD adalah Badan Legisiatif Daerah Propinsi Banten:
Sekretanat Daerah yang selanutnya disebut SETDA adalah
Sekretariat brerah Pronins: Banter,

St etaris Daerah yang selan;utnya disehut SEXKDA adala
surrztans Daerah Propinsi Banter




7. Badan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut
Badan adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi
Banten;

8 Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjulnya,'
disebut Kepala adalah Kepala Badan Pendidikan dan®®
Pelatihan Propinsi Banten; .

9 Eselon adalah tingkatan jabatan struktural:

10 Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai.
Negeri Sipil yang diberi hak dan wewenang sesuai
keahliannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi
Pencidikan dan Pelatihan.

BAB !
PEMBENTUKAN

Fasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Bacan Pendidikan dan
~elatihan Propinsi Banten. "

BAB 1l
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSH

-+

Bagian Periama
Kedudukar
Pasal 3
oadgan Pendidikan dan Pelatihen adalah merupakan unsur
oenunjang Pemerintah Propinsi, dipimpin oleh ssorang Kepala,

vang herada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur
melalul Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 4

Badan Pendidikan dan Pelatihan mempuinyai tugas membantu
Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang
Pendidikan dan Pelatihan,



Bagian Ketiga
Fungs!

Pasal 5

_ - a Pasal 4,
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana d”.n-aks{? _pad
Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungst

a.
b.

Susunan Organisasi Badan Pendidika

1.
2
3

~ oo

(1)

(23

€valuasi dan pelaporan kegiatan pemeriksa

unsJr perunjang penyelenggaraan pemerintzhan; Po—
Perumusan kebijakan teknis dan pengembanga_g,kgngdan
kegiatan dalam menunjang pelaksanaan pendidi
elatihan; . -
geiaksanaan koordinasi dalam menunjang penygggnaﬁ
rencana dan program serta pelaksanaan kegiatan dibidang
endidikan dan pelatihan: -
gerumusan kebi?akan teknis dan pefaksanaan pendtdma” dan
pelatihan manajemen pemeriniahan, teknis fungsional dan
kepemimpinan: _
pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan, kepegawaian,
Kinerja, sarana dan prasarana sertz rumah tangaa;

pelaksanaan tugas lain yang diteriken oleh Gubernur sesuai
tugas dan fungsinya.

BAB V
SUSUNAN ORGZANISASI
Pasail 8 )
ndan Pelatihan terdiri dari -
Kepala;
Sekretariat;
Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan dan
Pelatihan: .
Bidang Pendidikan dan Pelatihan Mana
Bidang Pendidikan dan Pelatinan Takni
Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepe
Kelompok Jabatan Fungsional.

jemen Pemerintahan:
s Fungsional:
mimpinan:

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tu

gas membanty Ke
Kesekretariatan,

Paia dalam tugas
penyusunan dan penge

ndalian program,
. an, keuangan dan
Kepegawaian serta Penyusunan pragram kerja tahunan dan
program xegiatan peineriksaan

Untuk melaksanakan fugas seba
ayat (1) Pasal ini, Sekretariat mempunyai fungsi -

d. perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan
pengendalian keuangan rutin ARPBD maupun '
lainnya yar j sa

persncanaan pela<sanaan,
DEnasndalinn argsan

gaimana dimaksud pada
dJan
dari sumber

Pengelolaan dan
“EPEUANAIaN



{ ? )

(3)

C. perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan
pengendalian urusan umum dan perpustakaan, .
d pengorganisasian kegiatan teknis operasional  di:

lingkungan Radan Pendidikan dan Pelatihar -

e pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahkan :

a.  Sub Bagian Keuangan; '

b Sub Bagian Kepegawaian;

c. Sub Bagian Umum dan Perpustakaan.

Pasal &

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan dan

Pelatihan - mempunyai  tugas membantu Kepala Badan

Pendidikan dan Pelatihan dalam menyiapkan bahan

perumusan kebijakan, menyusun rencana dan program,

melaksanakan  kerjasama,  menetapkan  standarisasi,

melaksanakan penelitian dan pengpmbangan pendidikan dan

pelatihan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat {1) Pasal ini, Bidang Perencanaan dan Pengembangan

Pendiotkan dan Pelatihan mempunyai fungst

a . penyianan bahan perumusan  kebijekan  dibizang
pendidikan dan pelatihan;

b penyusunan rencana dar’ koordinasi  program sefz
evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;

c penyusunan rencana pelaksanaan kerjasama dengan
lembaga dan atau instansi ter<ai,

d perumusan dan penetapan standansasi ppnyelenogaraan
pendidikan dan pelatihan;

e. pelaksanaan penelitian dan oengembangan pendidikan
dan pelatinan;

f  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan dun Pengembangan Pendidikan dan

Pelatihan, membawahkan :

a_ Sub Bidang Program dan Kerjasama Antar Lembaga;

b. Sub Bidang Standarisasi fendidikan dan Pelatihan;

c. Cub Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 9

Bidang Pendidikan dan Pciatihan Manajemen Penerintanan
mempunyal tugas melaksanakan pembinazn, penyusunan

rencana dan penyelenggaraan pendidikan dan pel2unan
Kader. Tata Praja dan Pamonyg Praja.

Wl
i



(2)

-bj
—

(1)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (i) Pasal i, Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Manajemen Pemerintahan mempunyai  fungst :
a. penyusunan rencana kegiatan pembinaan dan pola
penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
b penyusunan metoda, teknis dan pedoman
penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
€. pelaksanaan  koordinasi datam  penyelengaraan
Pendidikan dan Pelatinan.
Penyusunan rencana dan pelaksanaan penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan Kader;
Peényusunan rencana dan pelaksanaan penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan Tata Praja;
PeRyusuRan-rencana dan pelaksanaan penyelenggaraan
Pendidikan dzn Peiatihzn Pamong Praja;
9. pelaksanaan tugas lan vang diberikan oleh Kepala
Badan sesuai tugas dar, fungsinya.

Bidang Pencidikan dar Pelatihan Manajemen Pemerintanan
membawahkan - '

—~

a. Sub Bidang Pencidixan can Pelatihan Kader:;
b. Sub Bidang Pendidixan czn Pelatihan Tata Praja;
¢ Sub Bidang Pendidikan can Pelatinan Pamoeng Praja.

Peszal 10

Bidang Pendidikan gan Pelatihan Teknis  Fungsionai
mempunyal tugas meiaksznakan pembinaan, penyusunan
rencena dan penyele~ggzraan rendiiikan dan Pelatihan
Administrasi, Pembangunzn, Fungsional dan Profesi,
Penyusunan rencana Kegiatan  pembinaan dan pola
penyelenggaraan Penadidikan dan Peaiatihan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dim
ayat (1) Pasal ini, Bidanc Teknis Fungsional
fungsi
a. penyusunan metoda teknis dar pedoman
penyzlenggaraan Pendizikan dan Pelatihan;
D.  pelaksanaan koordirasi  dalam
Pendidikan dan Pelatihan;

€. penyusunan rencana dan pelaks
Pendidikan dan Pe atihan Admini

d penyusunan rencana dzn pelaksanaan PeENvela
Fendidikan dan Pc ztihan Pembangunan:
€. penyusunan rencana dzn pelaksanaan

: _ s PeNyelenggara~n
Pendidikan dan Pe ativz- reknis dan Profesi:

f pelaksanaan lugas lain yang diberikan oleh
Badan sesual tigas dar ‘ungsinya

aksud pada
mempunvai

Penyelengaraan

anaan Pe€nyelenggaraan
strasi;

nggaraan

Kepala



(3) Bidang Pendidikan dan Pelatthan Teknis Fungsional

(1)

Bagan Struktur Organisasi ¢ :gan

membawahkan :
a.  Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pembgnguqan;
b Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Administrasi,

c. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan ™
Profesi. .

Pasal %1

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan mempunyai
tugas melaksanakan pembinaan, penyusunan rencana,
penyelenggaraan pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
Tingkat iV dan Prajabatan, Kepemimpinan Tingkat i,
Kepemimpinan Tingkat |l dan |

Untuk melaksanakan luges -sebagaimana-dimaksud pada
ayal (1) Pasal ini, Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Kepemimpinan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan pembinaan dan pcla
penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;

0. penyusunan  metocga, teknis ' dan  pedoman
penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatinan;

C. pelaksanaan Koordinasi dalam = penyelengaraan

rendidikan dan Pelatihan;
.. penyusunan rencana dan neiaksanaan penyelenggaraan
" Pendidikan dan Peiatinan Jepecnmimpinan Tingkat iV dan
Prajabatan; :
penyusunan rencana dan nzlaksanaan penyzienggaraan
Pendidikan dan Pelatihan K=pemimpinan Tingkat {ll;
penyusunan rencana dan palaksanaan penyeienggaraan
Pendidikan dan Pelatihan “=zpermimpinan Tingkat i dan |;
g pelaksanaan tugas lain yang diberikan
Badan sesuai tugas dan fungsinya.
Bidang  Pendidikan  dan  Pelatihan
membawahkan :
a. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Tingkat 1V dan Pra;abatan
b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Tingkat 1H;
c. Sub Bidang Pendidikar dan Pelatihan
Tingkat | dan ||

cleh Kegala
Kepemimpinan
Kepemimpinan
Kepemimpinan
Kepemimpinan

Pasal 12

Pendidikan dan Pelatinan

sebagaimana tercanium daiam Lamouran Foraturan Daaran ics



BAR VY .
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

fPasal 13

i elaksanakan
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai ugas m

' hlian dan
sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keah
kebutuhan.

(1)

[ )

(1)

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah teniga
fungsiona! yang diatur dan ditetapkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -

Keloempok Jabatan Fungsional sebagaimana_d:mak&uq dalam
ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga furgsional senior yang
ditunjuk. | 7

Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud da!am
avat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan bebafj kerja
Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. _
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai
dengan peraturan perundzng-undangan yang berlaku.

BAB Vi
PENGANGKATAN DAN PEI‘J‘JBERHENTlANj

Pasai © 3

Pejabat Struktural Eselen |l gan Peabat Fungsiona! pada
Badan Pendidikan dan Pelatihan dian

‘ skat dan diberhentikan
oleh Gubernur dar Pegawai Negeri Sipil yang memenuh!
Syaral sesual dengan ketentuan perundang~undangan yvang
berlaku. S
_ i 'l kedawah pada Badan Pendidikan
dan Pelz_mhan d‘tan_glj;at dan diberhentikan oleh Gubernur dar
Pegawai Negeri Sipi| Yang memenuyh; Syarat s
ketentuan perundang-undangan ¥ang berlaky
Pemberhentian Pegawal N ' | '

€gen Sinil dar; Jat |
: an e
dan  Fungsional sesqs, g, atan Strukit

undangan yng berlaky



BAB Vi
PEMBIAYAAN

Pasal 16 3

Pembiayaan Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Banten
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan sumber-sumber pembiayaan iainnya yang syah sesual
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan
kelompok tenaga fungsional di lingkungan Badan Pendidikan dan
Pelatinan Propinsi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi
dan sinkionisasi baik dalam lingkungannya maupun antar satuan
organisasi dilingkungan Pemerintan Daerah serta dengar. instansi
lain diluar Pemeriniah Dazarah sesuai dengan tugasnya.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasai 1¢

Pemanfaztan sarana. prasarana. sumber daya aparatur
/kepegawaian dan pembiayaannya aiatus lebih lanjut dengan
Keputusan Gubernur.

BAB X
KETENTUAN PENJTUP

Pa

K
V2

2]

z

Uraian tugas Zari masing-masing Jabatan Struktural paca Badan
Pendidikan dan Pelatihan disusun secara tersendiri dalam
Keputusan Gubarnur.

Rasgga! 2C

Ketentuar lainnya. sesagal kolergkepan dan  pele<sanaan
Peraturan Daerah ini akan dial.: gan ditetapkan tersencri dalam
Kepulusan Gubernur



Pasal 21
Daerah Ini maka segqala

i
s ity ditetaphannya  Peratura o mengatur hal yang sar
P“ atiitan Perundang-undangan yang

Ginvatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

iundangkan.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangaal diundang

Agar setiap orarg dapat menge_atahuinyal._ n;zr:;e:m{t)aar;t?;
Pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lem a
Propinsi Banten.

Ditetapkai di Se‘fai.'}g
pada tanggal 2% el 2002

GUBERNUR BANTEN,
td
yngza : D MUNANDAL
Diundangkan di Serang IL.D. MUNANDAR

pada tanggal 3 Jeai 2002

SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI BANTEN

td
Drs. I AYIP MUYLICH

Pembina Utama | duda
NIP. 010 096 099




PENJELASAN 3

ATAS RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN

NOMOR 27 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DAERAH PROPINSI BANTEN

A UMUM

Bahwe dengan ditetapkanrya Undang wndang Nomor 22
Tahun 19SS tentang Pemerninianan Daerah, Undzng-undang

Nomor 25 Tahun 1939 tentang Perimbangan neuangan antara

Pemerintchan Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintahan

Nomeor 25 Tehun 2000 tentang Kewenangan Femerntahan dan
Kewenangan Pemerintahan Propinsi sebacar Daerah Olunom
ceita dengan ditelapkannye Uncang-undang Nomor 23 Tahun
2C00 tenteang Pambentukan Propinst Banizn, meaka dengan
adanya paradigma baru dalam sistem Pemsnntanan Negara
Republik Indonesia, vaiiu adanva penambahan jumiah Propinsi,
dan Proninsi Banten adalah Propins: ke 30 Perutzhan yang
cukup s'gnimikan tersebut diantaranya pada uovelaksanaan
Pemerintahan di Daerah vyaitu adanya pengemhanrgan Daerzah
Otonom yang luas. nyata dan beranggung j&.vab bagi Daeiah
Propinst, Kabupaten/Kota

Pembszrian otonomi  kepada Drzrzh  sebagaimana
diyelaskan dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut di

atas, memb=rikan Kepada Daerah lebih luas can bertanggung
jawab  dalam  menentukan jumian, dan  nomenkiatur
Kelembagaan Peranaokat Daerah yang dicertai adanya
pz=himpahan pembiayaan, sesual dengan kewznangan Daerah
dan dilaksanakan oleh Daeran herdasarkan  kebutuhan,
notensl, karaxteristik dan xemampuar: Daere™ 1w sendir!
Perubanan yany mendasar carn §'si 4slembagaan juga
disertar nerupahan vang signifikan pada gznis kehiyaksanaan.
roordinast. pengendalian sena opertanggqungizszban Perangkat

Daerah. Sgbagaimana diamsarztken dale~ Undang-undang

Nomor 22 Tahur 1299 tentane Prmerintahan Daerah bahwa
Ferangkat Nearah tarchn dan Sekretanat Nazran Dinas Daerah
dan Badan Pzandidikan dan Pelatinar

sebaca Lembaga Teknis
Caerah.



Badan Pendidikan dan Pelatihan adalah seb?gal unsur
penunjang Pemerintahan Daerah dalam mefdks;inakan
penyelenggaraan Pemerintahan, yang jumiah dan saran
organisasinya disesuaikan dengan kebutuhan Daerah

Pembeniukan Organisasi Perangkat Daerah
sebagaimana dijelaskan diatas harus didasarkan pada
kebutuhan, kondisi, karakteristik, potensi dan kemampuan
Daerah, dengan selalu  mengacu dan memperhatikan
bidana/kelompok kewenangan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 yang mengatur
dan menetapkan perimbangan keuangan antaia Pemerintah
Pusat dan Daerah . agar nantinya dalam pe!aksanlaan

“TToTpenyeienggaraan Pemerintahan di Daersh tidak miemberatkan
bagi Daerah dalam sektor/segi pembiayaannya.

Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang
Nomor 22 Tahun 1999 pelaksanaan azas :jekonsentras;
diletakkan pada Daerah Propinsi dalam kedudukznnya sebagai
Wilayah ~ Administratif untuk melaksanakan hewenangan
Pemerintahan tertentu, yang dilimpahxan kegaca Gubernur
sebagai wakil Pemerintah, sedangkan azas pelaksanaan tugas
pembantuan diproyeksikan sebagien akan dilaksanakan oleh
Pemerintah Bropinsi dan sebagian lainnya akan dilaksanakan
_oieh Daerah Kabupaten/Kota bahkan dimunakinkan oleh
Desa/Kelurahan,

Sebagaimana telah diketanui datam Undang-undang
yang mencatur Pemerintahan Daerzh
Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentany Poxok-pokok
Pemerintahan di  Daerah, Kelembagaan Organisasi
Pemerintahan Propinsi terbagi dalam beberapa b
lembaga desentralisasi, dekonsentrasi
Negeri, Unit Pelaksana Teknis Dinas dz
Daerah.

Selanjutnya dengan berlakurya Undang-undang Nomor
22 Tahun 1999, di Daerah hanya ada kelembaoaanicrganisasi
desentralisasi, kecuali beberapa bidang kewenangan tertentu
dan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal ¢ dan Pasal 11
Undang-undana Nomor 22 Tahun 1999 '

Atas dasar pertimbangan sebagaimana ¢;
maka untuk mengakomodasikan Otonomi Dg
nyata dan bertanggung jawac

sebelumnya  yaityu

entux yaitu
Departemen Dalam
n linstansi Vertikal di

jelaskan di atas,

€rah vang luas.

© Sebagai  pelaksana: —
; , > sanagn amanai
Jrdang-undang Nomaor ) oLy .

= 9 or 22 Tahun19gy ¢ Propins: Banten

secara bertahap dan berkelanjuta 7 P -
terhadap kelembagaan/ organisasi] Perrlan;ll-:!gtw(;:ﬂ *oena_taia.
denganr u.ia/keberadaan Pemerintahan Propins; eBraq‘, sejé an
relatif ma<.h baru, untuk dapat sejajar denganl Dr e
dalam ivegara Kesatuan Republik Indo; FTopETS (alnme



o8]

Dari hasil kajian dan penztaan aimaksud ditetapkan
Peraturan Daerah Propinsi 8anlen tentang pembentukan
organisasi Perangkat Daerah, yang pada gilirannya akan
melaksanakan tugas dan kewenrangan Daerah Fropinsl sesuai
kebyakan yang diletapkan olehr Gubernur berdasarkan pada
ketenluan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
dalam rangka penyelenggaraan umum Pemenntahanan,
pembangunan dan pelayanan keoada masyarakal.

Atas dasar lugas dan fungsi serla beban kerja Badan
Pendidikan dan Pelalihan, mava untuk kelancaran pembesian
pelayanan  kepada  imasyarzkal dalam  melaksanakan
penvelerogaraan Pemerintaranan pembangunan gan
pelavanan  Kepada masyare-z. perlu meninjau  kembali
Keputusan  Gubernur  Nome- 03 tahun 2001 tentang

Pembentukan, Susunan Orgar sasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Daerah Propinsi Banten

.PASAL DEMI PASAL

b2 oy ' o - s H
~asai 1 sampai “engan Pzsal 27 Zukup jelss.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 7
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